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KATA PENGANTAR
 
 
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-
Nya penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Balai Bahasa Provinsi Riau Tahun
2026 ini dapat terselesaikan. Dokumen ini diperlukan sebagai pedoman dalam upaya
menerapkan prinsip instansi yang bertata kelola baik (Good Governance). Dalam
jangka pendek, dokumen ini merupakan bagian dari penerapan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Riau. Kami
mengharapkan saran dan masukan jika rencana kerja ini perlu dilengkapi untuk
penerapannya.
 
Kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Rencana Kerja
Reformasi Birokrasi Balai Bahasa Provinsi Riau Tahun 2026 ini, kami ucapkan terima
kasih dan penghargaan atas dedikasi, sumbangan pemikiran, dan kerja keras yang
telah diberikan Sebagaimana semboyan Balai Bahasa Provinsi Riau “Amanah, Netral,
Disiplin, Adaptif, dan Loyal (ANDAL).” semoga rencana kerja ini dapat dijadikan acuan
perubahan bersama sehingga tercipta keseragaman pemahaman dan tindakan
seluruh warga Balai Bahasa Provinsi Riau dalam mewujudkan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Riau.

Pekanbaru, 25 Februari 2026

Dr. Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001



BAB I
PENDAHULUAN

 



1.1 Latar Belakang
Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program
pemerintah untuk melakukan penataan terhadap terhadap sistem penyelenggaraan
instansi Balai Bahasa Provinsi Riau yang baik, efektif, dan profesional dalam
mewujudkan good govermance dan clean government menuju aparatur yang bersih
dan bebas dari KKN, meningkatkan pelayanan prima, serta meningkatkan kapasitas
dan akuntabilitas kinerja.
Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan
dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi, perlu dibangun program pencegahan korupsi yang lebih
efisien, efektif, dan komprehensif melalui penetapan Zona Integritas menuju
terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pembangunan Zona Integritas menuju
WBK di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Riau merupakan bentuk pencegahan dan
pemberantasan korupsi yang konkret sebagai bagian dari pencapaian reformasi
birokrasi dan pelayanan publik. Dengan dicanangkannya Zona Integritas dan adanya
pengusulan Balai Bahasa Provinsi Riau sebagai unit kerja yang akan dijadikan sebagai
Wilayah Bebas dari Korupsi, diperlukan komitmen dari pimpinan dan segenap
pegawai Balai Bahasa Provinsi Riau. Upaya Balai Bahasa Provinsi Riau untuk menuju
WBK diwujudkan dengan membentuk Zona Integritas.
 
1.2 Dasar Hukum
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah, sasaran penyusunan dokumen ini adalah untuk
mempercepat terwujudnya WBK di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Riau. Maksud dari
penyusunan dokumen ini adalah untuk memberikan acuan, pedoman, dan peta yang
terkonsep dalam melakukan pembangunan, pembinaan, dan evaluasi WBK.
 
 
1.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup dokumen ini meliputi program kerja dan tahapan pembangunan
Zona Integritas menuju WBK tahun 2025 di Balai Bahasa Provinsi Riau.

 



BAB II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

ZI-WBK

 



Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Balai Bahasa
Provinsi Riau telah dilakukan sejak Tahun 2019. Balai Bahasa Provinsi Riau telah
menyusun peta kerja dan mencanangkan program prioritas yang harus dicapai
dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang
dituangkan dalam Matriks Rencana Kerja dari setiap pengungkit sebagai berikut.
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PENGUNGKIT I – MANAJEMEN PERUBAHAN
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PENGUNGKIT II – PENATAAN TATA LAKSANA
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PENGUNGKIT III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
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PENGUNGKIT IV – PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
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PENGUNGKIT V – PENGUATAN PENGAWASAN
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PENGUNGKIT VI – PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
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BAB III
TIM KERJA PEMBANGUNAN

WILAYAH ZONA INTEGRITAS

 



No. Nama Jabatan Jabatan 
dalam Tim

1 Dr. Umi Kulsum, M.Hum.
197301161997032001 Kepala Penanggung

Jawab 

2 Endry Satya Ramadhan, S.E.
197609102005011001 Kasubbag Umum Koordinator

3 Yeni Maulina, S.Pd.
198001292006042001

Widyabasa 
Ahli Muda Ketua

4 Riyan Nofardo Putra,S.S.
199511022019021005

Widyabasa 
Ahli Pertama Sekretaris 1

5 Dinar Uji Setyaningrum, S.Pd.
199602122025062005 Penyuluh Bahasa Sekretaris 2

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang
telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona
Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan
Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan
Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkret.
Untuk menunjang proses pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Bahasa
Provinsi Riau, maka dibentuklah Tim Kerja Pembangunan Wilayah Zona Integritas
tahun 2026 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau
(terlampir).

Dalam mendukung tugasnya, Tim Kerja Pembangunan Wilayah Zona Integritas di Balai
Bahasa Provinsi Riau telah menyusun rencana kerja yang akan dilaksanakan secara
berkelanjutan. Adapun daftar nama tim seperti pada tabel berikut.

1 Dr. Umi Kulsum, M.Hum.
197301161997032001 Kepala Penanggung

Jawab 

2 Endry Satya Ramadhan, S.E.
197609102005011001 Kasubbag Umum Koordinator

3 Yeni Maulina, S.Pd.
198001292006042001

Widyabasa 
Ahli Muda Ketua

4 Riyan Nofardo Putra,S.S.
199511022019021005

Widyabasa 
Ahli Pertama Sekretaris 1

5 Dinar Uji Setyaningrum, S.Pd.
199602122025062005 Penyuluh Bahasa Sekretaris 2



6 Yulita Fitriana, S.S.
197107142001122001

Widyabasa 
Ahli Muda

Koordinator
Tim Manajemen

Perubahan

7 Azmi Ridwan Fauzi, S.S.
199511272019051001

Widyabasa 
Ahli Pertama Anggota

8 Marnetti, S.Pd.
197203222005012003

Widyabasa 
Ahli Muda Anggota

9 Rinda Luviana, S.E.
198204042006042001

Penelaah Teknis
Kebijakan Anggota

10 Zahra Hafizah, S.Hum.
199909092025062021 Penyuluh Bahasa Anggota

11 Muthiah Hanum, S.E.
197605262006042002

Pengelola Data 
dan Informasi

Koordinator
Tim Penataan
Tata Laksana

12 Fandi Agusman, S.Kom.
198308102003121004

Operator Layanan
Operasional Anggota

13 T. Ahmad Kairi
198609072025211040

Pengadministasian
Perkantoran Anggota

14 Sri Kurniaty Ketaren, S.Pd.
199807292025062008

Penerejemah 
Ahli Pertama Anggota

15 Chrisna Putri Kurniati, S.S., M.A.
197105101998022001

Widyabasa 
Ahli Muda

Koordinator
Tim

Pengawasan



16 Michal Dennis, S.Kom.
197505312005011003

Penelaah Teknis
Kebijakan Anggota

17 Arpina, S.Pd.
197004302001122001

Penelaah Teknis
Kebijakan Anggota

18 Khairul Azmi, S.Pd.
197201252003121001 Penyuluh Bahasa Anggota

19 Zihamussholihin, S.Ag., M.Pd.
197007072002121001

Analisis SDM
Aparatur 
Ahli Muda

Koordinator
Tim Sumber

Daya Manusia

20 Irman Efendi
198005192005011002

Pengadministrasian
Perkantoran Anggota

21 R. Saleh, M.Pd.
197712222006041002

Penerjemah 
Ahli Muda Anggota

22 Noezafri Amar, S.S., M.Pd.
197311042006041001

Penerjemah 
Ahli Madya Anggota

23 Zuryetti Muzar, S.E.
197605112005012001

Analis Pengelolaan
Keuangan APBN

Ahli Muda

Koordinator
Tim Penguatan

Akuntabilitas

24 Afriyendy Gusti, S.S., M.Hum.
198004222005011001

Widyabasa 
Ahli Madya Anggota

25 Febrizal, S.Sos.
197602012003121001

Penelaah Teknis
Kebijakan Anggota

22 Noezafri Amar, S.S., M.Pd.
197311042006041001

Penerjemah 
Ahli Madya Anggota

23 Zuryetti Muzar, S.E.
197605112005012001

Analis Pengelolaan
Keuangan APBN

Ahli Muda

Koordinator
Tim Penguatan

Akuntabilitas

24 Afriyendy Gusti, S.S., M.Hum.
198004222005011001

Widyabasa 
Ahli Madya Anggota

25 Febrizal, S.Sos.
197602012003121001

Penelaah Teknis
Kebijakan Anggota



26 Devi Yenti
199706242025212039

Pengadministrasi
Perkantoran Anggota

27 Adeliany Azfar, S.S.
199112272019022011

Widyabasa 
Ahli Pertama

Koordinator
Tim Pelayanan

Publik

28 Jumratul Mizan
199202202025211062

Pengadministrasian
Perkantoran Anggota

29 Muhammad Satria
199702232025211029

Pengadministrasian
Perkantoran Anggota

Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau,

   UMI KULSUM



BAB IV
PENUTUP

 



Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK disusun untuk
dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam kegiatan Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Riau pada tahun
2026. Dokumen ini bersifat dinamis, dapat dilakukan perubahan sejalan dengan
perkembangan kondisi.


